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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Tujuan pemidanaan yang hendak dicapai melalui sanksi pidana penjara dan rehabilitasi terhadap pecandu  narkotika adalah penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika dinilai tidak tepat karena keberadaan Pasal 103 UU Narkotika mengandung unsur yang sesuai dengan tujuan diterbitkannya yakni, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika sehingga penjatuhan hukuman rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dapat serentak dilakukan bukan menjatuhkan hukuman penjara. Penjatuhan hukuman penjara tehadap penyalahguna narkoba bukan solusi yang tepat, terlebih lagi dapat merugikan keuangan negara karena menggunakan penjara bukan pada peruntukannya. 
2. Hambatan dalam merehabilitasi pengguna narkotika adalah dalam peraturan tindak pidana narkotika, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Upaya yang untuk mengatasi hambatan yang ditemui yaitu dengan mengajukan kepada Presiden dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengedukasi beberapa sumber daya manusia yang terdapat di lembaga permasyarakatan agar dapat melakukan rehabilitasi di lembaga permasyarakatan dan menyusun program-program sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, meningkatkan anggaran rehabilitasi dengan terus berusaha mengajukan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah guna kelancaran pelaksanaan rehabilitasi, sehingga sasaran dan tujuan dari rehabilitasi melalui program-program yang ada dapat terwujud dan tercapai.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan rehabilitasi pengguna narkotikadalam putusanMahkamah Agung Nomor 3749 K/Pid.Sus/2020 adalah pada saat ditangKap ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram) untuk pemakaian satu hari, dan adanya surat uji laboratorium dimana urine terdakwa positif menggunakan narkotika dan dipersidangan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, melainkan terdakwa membelinya untuk digunakan sendiri.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan  hal-hal sebagai berikut :
1. Guna kemaksimalan aplikasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika cukup sinkron, perlu dukungan kebijakan melalui kesepakatan bersama antara penegak hukum (integrated criminal justice system) dengan pihak pengurus Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia Medan, sehingga memaksimalkan penerapan dan eksekusi sinergitas antara pemangku layanan dan pencapaian pencegahan dalam penyalagunaan narkotika 
2. Agar hak rehabilitasi para pecandu dan korban narkotika terlindungi dalam melaksanakan kemanfaatan upaya rehabilitasi dalam pemulihan perlu ditingkatkan sistem pengawasan terhadap penerima manfaat rehabilitasi dan adanya pedoman pelaksanaan yang menjadi standart pelayanan. Bentuk pengawasan yang dimaksud seperti adanya monitoring yang konsisten dari pihak kementerian sosial terhadap Lembaga Rehabilitasi 
3. Pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika belum dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran No. 04 Tahun 2010 karena terbatasnya anggaran dan lokasi tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu disediakan anggaran yang memadai.
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